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ABSTRAK

Fikry Faturrohman, 201810115079. Penyelesain Sengketa Akta Jual Beli 
Rumah Golongan III Di Jakarta Selatan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Teknis 
Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021
Pada umumnya, di negara Indonesia peralihan hak atas tanah dilakukan dengan
cara jual beli yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Terkait
dengan peralihan hak atas tanah ini telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 37 ayat (1). Suatu perjanjian dapat
dikatakan sah menurut hukum apabila telah memenuhi suatu syarat yang
sebagaimana telah di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya
kesepakatan atau izin dari kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu
perjanjian, suatu hal tertentu yang diperjanjikan serta adanya sebab yang halal.
Pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas, bebas mengadakan
perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-
syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis.
Kebebasan untuk membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Dalam arti umum rumah adalah bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat
tinggal selama periode tertentu. Sebagai salah satu kebutuhan primer bagi hidup
manusia, rumah amat berperan penting dalam keberlangsungan hidup seseorang.
Dalam Undang-undang telah di atur mengenai rumah tidak hanya dimiliki secara
privat namun juga terdapat rumah yang dimiliki oleh Pemerintah. Sebagaimana
telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara
Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas
Rumah Negara (selanjutnya disingkat PerPres No 11/2008) pada Pasal 1 ayat (1)
yang berbunyi “Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta
menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri”. Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 Tentantang Tata Cara Pengadaan,
Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara
penggunaan rumah negara dibagi dalam 3 golongan, yaitu: rumah golongan I,
rumah golongan II dan rumah golongan III.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi para pihak
penjual dan pembeli yang telah melakukan jual beli rumah golongan III di Jakarta
Selatan yang tidak memenuhi ketentuan teknis menurut Pasal 37 Ayat 1 PP No.
24 Tahun 1997 Jo Pasal 13 Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 94
Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 dan Untuk penyelesaian
sengketa terhadap Akta Jual Beli rumah golongan III di Jakarta Selatan telah
memenuhi unsur-unsur Asas Itikad Baik menurut Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata.
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum
yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci : Jual Beli, Perjanjian, Hak Atas Tanah, Rumah Golongan III.
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ABSTRACT

Fikry Faturrohman, 201810115079. Settlement of Deed of Sale and 
Purchase of Class III Houses in South Jakarta That Does Not Meet the Technical 
Provisions of Minister of Agrarian Regulation Number 16 of 2021
In general, in Indonesia, the transfer of land rights is carried out by buying and
selling as regulated in Article 1457 of the Civil Code. Regarding the transfer of
land rights, this has been regulated in PP No. 24 of 1997 concerning Land
Registration in Article 37 paragraph (1). An agreement can be said to be valid
according to law if it fulfills a condition as stipulated in Article 1320 of the Civil
Code, namely the existence of an agreement or permission from both parties, the
ability to make an agreement, a certain thing that was agreed upon and the
existence of a lawful cause. In general, an agreement can be made freely, free to
enter into an agreement with anyone, free to determine its form and terms, and
free to determine its form, namely written or unwritten. The freedom to make
agreements is regulated in Article 1338 of the Civil Code.
In a general sense, a house is a man-made building that is used as a place to live
for a certain period. As one of the primary needs for human life, housing plays an
important role in one's survival. The law has regulated that houses are not only
privately owned, but there are also houses owned by the government. As
stipulated in Presidential Regulation Number 11 of 2008 Concerning Procedures
for Procurement, Determination of Status, Transfer of Status, and Transfer of
Rights to State Houses (hereinafter abbreviated as Perpres No. 11/2008) in
Article 1 paragraph (1) which reads “A State House is a building owned by the
state and functioning as a residence or residence and a means of fostering a
family as well as supporting the implementation of the duties of officials and/or
civil servants." Based on Presidential Regulation Number 11 of 2008 concerning
Procedures for Procurement, Determination of Status, Transfer of Status, and
Transfer of Rights to State Houses, the use of state houses is divided into 3 groups,
namely: class I houses, class II houses and class III houses.
This study aims to determine the legal consequences for sellers and buyers who
have bought and sold class III houses in South Jakarta that do not meet the
technical requirements according to Article 37 Paragraph 1 PP No. 24 of 1997 Jo
Article 13 Presidential Regulation No. 11 of 2008 Jo Article 94 Regulation of the
Minister of Agrarian Affairs Number 16 of 2021 and for the settlement of disputes
against the Deed of Sale and Purchase of class III houses in South Jakarta has
fulfilled the elements of the Good Faith Principle according to Article 1338
Paragraph 3 of the Civil Code. In this research, the method used is normative
juridical law research method using statutory approach.
Keywords : Buy and sell, Agreement, Land Rights and Class III house.
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

laisal-birra an tuwallụ wujụhakum qibalal-masyriqi wal-magribi wa

lākinnal-birra man āmana billāhi wal-yaumil-ākhiri wal-malā`ikati wal-

kitābi wan-nabiyyīn, wa ātal-māla ‘alā ḥubbihī żawil-qurbā wal-yatāmā wal-

masākīna wabnas-sabīli was-sā`ilīna wa fir-riqāb, wa aqāmaṣ-ṣalāta wa ātaz-

zakāh, wal-mụfụna bi’ahdihim iżā ‘āhadụ, waṣ-ṣābirīna fil-ba`sā`i waḍ

ḍarrā`i wa ḥīnal-ba`s, ulā`ikallażīna ṣadaqụ, wa ulā`ika humul-muttaqụn.

Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu

suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman

kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya,

mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,

penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang- orang yang benar

(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

(Qs. Albaqarah, Ayat 177)
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